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PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang
disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik antara:

Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XxxxX, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXXXX XX XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX,
XXXXXKKHHXXXXKKXXXKX XXXXK, XX XXX X XX XXX, XHHKXXXXXXXXXXK XXXXKX,
Kecamatan Kuta Selatan, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX,
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email email,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XxxX, pendidikan SD, tempat
kediaman di XXXXX XX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXKK XXXXXK, XXXHXXXXXIXXHXXXXXKK XXXXX, XX XXX X XX
XXX, XXOXKKXXXXXK XXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, Kabupaten
XXXXXX, XXXXXXXX XXXX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register
perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 09 Desember 2024, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada hari Ahad, tanggal 19 September
2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 H, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: 623/32/1X/2010, tertanggal 20 September 2010;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan
kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhol oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Xxxxx xx
XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXK KXKKXK, XKXXXXXXXXXXXXXXXK XKXKK, XX XXX
X XX xxx, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, XXXXXXXXX
XXXxXX, Provinsi Bali, dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2021,
yang hingga saat ini berlangsung selama sekira 11 (sebelas) tahun;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak sekira tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mengalami sakit yang cukup berat (lever, anemia) sehingga
Tergugat sering mengalami kondisi yang tidak stabil dan mudah drop
yang mengakibatkan Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya
sebagi seorang suami untuk memberikan nafkah batin kepada
Penggugat;

- Adanya tekanan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang
menginginkan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, sementara
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Tergugat yang dalam kondisi sakit tersebut tidak mampu memberikan
nafkah batin kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini Penggugat
belum mempunyai anak;

- Masalah ekonomi dimana sejak tahun 2015 hingga saat ini (2024),
Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tahun 2021, dimana Penggugat sudah tidak sanggup
lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk
bercerai dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 3 (tiga)
tahun;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus
karena perceraian;

8. Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat
agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 Kompilasi Hukum lIslam, sehingga untuk itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama xxxxxx Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk
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memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /
Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat
tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata
ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara
ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Bukti Surat
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
3510096805920003 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode
bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen atas nama
Penggugat Nomor: 471/392/X1/2024 tanggal 29 November 2024 yang
yang dibuat oleh Kepala Kasi Pemerintahan an. Lurah Benoa, XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XxxX. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf,
kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor
623/32/1X/2010 tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode
bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di XXxXXX XX XXXX XXXXXX XXX, Banjar Mumbul,
Desa/Kelurahan Nusa Dua, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, Kabupaten Xxxxxx,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah

pasangan suami istri;
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- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di XXXXX XX XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXX
xxxxX, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun
2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan keturunan
yangmana Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak
dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu,
tepatnya tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX,
Desa/Kelurahan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
xxXxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di XXXXX XX XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXX
xxxxX, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama
sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021 sampai dengan
sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan keturunan
yangmana Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak
dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim
Tunggal maka Pengadilan Agama xxxxxx telah mendapatkan izin untuk
melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;
Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui
aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik
sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah
mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan
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oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten xxxxxx,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif
Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /
Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat
tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut
bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131
Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya
secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal
4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk
sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat
mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015
sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021 sampai dengan
sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama
sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya,
atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3
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yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses
pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebankan Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya
telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2
(dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
sumpabh;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat
berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1
huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh
karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama,
tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status
perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk
Non-Permanen) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen yang
berdomisili sementara di wilayah Xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti
P.2, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan
bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama XXXxxx
berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim
Tunggal pertimbangkan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;
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Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2010, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan
Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga
Penggugat sebagai persona standi in judicio telah mempunyai legal standing
dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak
sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk
yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal
172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau
didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga
atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu
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mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat

dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung
menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan keturunan yangmana
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak dan permasalahan
ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang
mengakibatkan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021 sampai
dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama
sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, dan
P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta
hukum sebagai berikut:
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sabh;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX XX XXXX XXXXXX
XXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX;

e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun
belum dikaruniai seorang anak;

e Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan
keturunan yangmana Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang
anak dan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk

mencukupi kebutuhan hidupnya;
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o Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun
yang lalu, tepatnya tahun 2021 sampai dengan sekarang;

e Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi yang baik;

e Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah
berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut,
mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak
akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan
rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi
rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan
keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak
harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah figih yang diambil

alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim Tunggal juga mengambil
alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalagq,
Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:
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Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian
serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara
yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahakamah
Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi
hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah
tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai
telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Rl Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi
hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini
semata — mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan
siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar
Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana
tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang
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menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage)
antara lain :
- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing — masing pihak meninggalkan
kewajiban sebagai suami istri;
- Dbila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan
ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang
mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan
memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan
hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
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hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sugiyanto bin Tarno)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx yang
disidangkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Putri Miftakhul Khusnaini,
S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut
dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Supian, S.H.
Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
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- Panggilan 'Rp 32.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).
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